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Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat
dan karunia—Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) tahun 2018 Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta telah selesai disusun.

LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana
diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memenuhi surat Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang
Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, selain
itu juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi atas kinerja aparat Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta. LK]jIP Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta 2018 menggambarkan
capaian kinerja tahun 2018 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target
atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan kendala
dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan
peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Sangat disadari bahwa LKjIP ini telah diupayakan penyusunannya secara
optimal namun jauh dari sempurna oleh karena itu saran yang konstruktif sangat
diharapkan untuk perbaikannya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus
disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah
mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga laporan LK]lIP ini dapat diselesaikan.

Demikian laporan ini kami buat semoga dapat bermanfaat dalam -
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engadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah menyusun Reviu ke 4 Rencana

RINGKASAN EKSEKUTIF

Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan

kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai

sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja setiap
tahun.Visi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengacu pada visi Mahkamaah Agung
Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang Agung”,
dengan empat misi, yaitu: (1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan; (2) Meningkatkan kualitas aparatur peradilan; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan
hukum kepada masyarakat pencari keadilan; (4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap
peradilan.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2018. Keenam
sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan 18 (delapan belas belas)
indikator kinerja dan 18 (delapan belas) target kinerja.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta adalah sebesar 79,37% dari 14 Indikator Kinerja yang dapat diukur kinerja nya.
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memperoleh nilai sebesar 76,43% dan LK]jIP tahun
2017 memperoleh nilai sebesar 78,27% mengalami peningkatan sebesar 1,84%. Hal ini
menunjukkan pimpinan dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkomitmen
dan bekerja keras untuk perbaikan capaian kinerjanya.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat

diilustrasikan dalam tabel berikut:

Indikator kinerja Target | Realisasi | Capaian
a. | Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100%
b. | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 96% 100% 100%
c. | Persentase penurunan sisa perkara 100% 100% 100%
d. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum:
- Kasasi 93% | 89,39% | 96,11%
- Peninjauan Kembali 97% | 96.21% | 99,18%
e. | Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas
: S 90 91 101,11
terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama
f. Persentase_perkara yang diselesaikan dalam jangka 100% | 98.48% | 98,48%
waktu maksimal 3 bulan
Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Tranpsran dan
98,96%
Akuntabel
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Indikator kinerja Target | Realisasi | Capaian
a. | Persentase salinan putusan yang dikirim ke 0 0 o
pengadilan pengaju tepat waktu 100% 100% 100%
b. | Persentase putusan yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses | 100% Nihil Nihil
secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
c. | Persentase (amar) putusan perkara yang dapat| 100% 100% 100%
diakses secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak
diputus
d. | Persentase minutasi perkara tidak lebih dari 5 hari 100% 96,97% 96,97%
Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 74,24%
Indikator kinerja Target | Realisasi | Capaian
a. | Persentase perkara prodeo yang diselesaiakan 100% 100% 100%
b. | Persentase publikasi keadaan perkara secara online 100% 100% 100%
Capaian Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan 9
: 100%
(Acces to Justice)
Indikator kinerja Target | Realisasi | Capaian
a. | Persentase pengaduan masyarakat yan
© > Peng yaraxatyang 100% | Nihil Nihi
ditindaklanjuti
b. | Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang 100% Nihil Nihil
ditindaklanjuti
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Nihil
Indikator kinerja Target | Realisasi | Capaian
a. | Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial 100% Nihil Nihil
b. | Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 100% 100% 100%
Capaian Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Kualitas SDM 100%
Indikator kinerja Target | Realisasi | Capaian
a. | Persentase penyerapan anggaran 97% 99,93% 103.02%

Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan
Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien

103,02%
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A. LATAR BELAKANG

Untuk menciptakan good governance yang merupakan syarat bagi setiap
organisasi pemerintah dalam rangka terwujudnya aspirasi masyarakat dan tujuan
serta cita-cita bangsa dan negara. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut
ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 1-144/KMA/SK/1/2014
tentang Keterbukaan Informasi dan Pengadilan;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018
tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Dari beberapa peraturan tersebut di atas setiap instansi pemerintah
diwajibkan melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP), dengan tujuan sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan reformasi
birokrasi Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan dibawahnya dan sebagai
salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

LKjIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil
capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam satu tahun anggaran
yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan
perbandingan realisasi pelaksanaan program dengan target yang telah ditentukan
dalam indikator kinerja utama sehingga tingkat kinerja Pengadilan Tinggi Agama

DKI Jakarta dapat diukur berdasarkan perbandingan tersebut.
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Dengan menerapkan LKjIP tahun 2018 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta membuat beberapa dokumen pendukung dalam rangka penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU),
Reviu Rencana Strategis (Reviu Strategic Plan), Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2019.

B. KEDUDUKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 dan Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,
Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata
Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI, bahwa kedudukan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berada di bawah pembinaan Mahkamah
Agung RI.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding
dan kawal depan Mahkamah Agung RIl, mempunyai tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut:

1. Tugas Pokok
Tugas pokok pengadilan tinggi agama sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51 menyebutkan
penggadilan tinggi agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang
menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding. Di samping itu
juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir

sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka pengadilan tinggi agama

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat
banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa
kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.
(vide Pasal 49 dan 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);
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b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk
kepada jajaran peradilan agama yang berada di wilayah hukumnya, baik
menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi
umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;

c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti,
Jurusita dan Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap
jalannya peradilan ditingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan
diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya (vide Pasal 53 ayat (1),
(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama), dan terhadap
pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan;

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila
diminta. (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum,
keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan
tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;

f. Fungsi lainnya:

a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/004/SK/II/1992 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepaniteraan
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama);

b. Pelayanan pelaksanaan registrasi pengacara praktek kuasa insidentil
yang akan beracara di Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta.

c. Pelayanan memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan
awal bulan pada tahun hijriah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal
52A.

D. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal

9 menyebutkan bahwa Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan,
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Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan
bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang
Wakil Ketua. Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas dibantu
oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 2015 Pasal 86 dan Pasal 294. Tugas dan Fungsi Kepaniteraan dan

Kesekretariatan sebagai berikut:

1. Kepaniteraan

Kepaniteraan pengadilan tinggi agama mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan dibidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;

d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,
dan transparansi perkara;

e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

f. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Agama.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Panitera.
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari:
% Panitera Muda Banding
Mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding.
Mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara
banding;
b. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
c. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus
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e. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama

dan diminutasi;

beserta berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju;

f. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7
0.0

Panitera Muda Hukum.

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara,

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor
Wilayah Kementerian Agama;

d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

f. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas
perkara;

g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan
yang berkaitan dengan transparansi perkara;

h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat;
dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2. Kesekretariatan
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber
daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi

Agama.
Mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. Pelaksanaan urusan keuangan;
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f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari :
« Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran,
kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi

informasi.

Mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program
dan anggaran;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan
dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan
sasaran kerja pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan
ASKES/BPJS dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan
kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi
organisasi dan tata laksana;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan
statistik; dan

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan
pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

» Subbagian Rencana Progam dan Anggaran;

Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran,
pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi,
dokumentasi, serta penyusunan laporan.

» Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas
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melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan
tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan,
evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
< Bagian Umum dan Keuangan
Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan,
pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta

penyusunan laporan.

Mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;

b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;

c. Pelaksanaan wurusan keamanan, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;

d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan
verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan;
dan

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

» Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan
hubungan masyarakat.

» Subbagian Keuangan dan Pelaporan
Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan,
akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan

keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan
mengkomunikasikan pencapain kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

selama tahun 2018. Realisasi kinerja (performance result) tahun 2018 tersebut
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diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (performance agreement) tahun 2018
sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian Kkinerja
terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja
(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir
tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

adalah sebagai berikut:

Bab.l. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan,
tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika penyajian.

Bab.ll. Perencanaan kinerja, menjelaskan rencana strategis tahun 2015-2019,
indikator kinerja utama, rencana kinerja tahun 2020 dan perjanjian
kinerja tahun 2019.

Bab. lll. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi
untuk setiap sasaran kinerja organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja
yaitu perbandingan antara target dan realisasi, capaian Kkinerja,
menjelaskan analisis pencapaian kinerja serta uraian tentang realisasi
anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta Tahun 2018.

Bab. IV. Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2018
dan menguraikan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di

masa yang akan datang.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2015-2019 yang
telah direviu merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mendukung

terwujudnya visi Mahkamah Agung dan visi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional
Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam mencapai visi dan
misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019. Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa melakukan inovasi sesuai

kebutuhan agar optimal kinerjanya.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi

Agama DKI Jakarta.

Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang Agung”

Dasar penetapan visi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah:

a. Performance Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai salah satu
pengadilan tingkat banding di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dan merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung di ibukota negara;

b. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempunyai Tupoksi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51

menyebutkan bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi

9
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kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga
bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa
kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya;

c. Komitmen yang kuat dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk
meningkatkan kualitas kinerjanya, serta ada harapan untuk meningkatkan
kuantitas dan kualitas SDM yang lebih memadai;

d. Pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas.

2. Misi
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan
misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
b. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.
3. Tujuan Dan Sasaran Strategis
a. Tujuan
Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan berpedoman kepada
pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Terwujudnya kualitas aparatur peradilan;
3. Terwujudnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
4

Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap peradilan.

b. Sasaran
Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2018, sasaran strategis yang
hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
Penigkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice);

Meningkatnya Kualitas pengawasan;

A A

Meningkatnya Kualitas SDM,;

10
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6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,

efektif dan efisien.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang telah direviu

berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1869
/KU.01/11/2017, sebagai berikut :
Tabel 2.1 Reviu Indikator Kinerja Utama

1  Terwujudnya a.
Proses Peradilan b.
yang Pasti, c
Transparan dan d
Akuntabel

e

2  Penigkatan a.
Efektivitas
Pengelolaan b.

Penyelesaian
Perkara

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

. Persentase penurunan sisa perkara

. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum :
e Kasasi

e Peninjauan Kembali (PK)

. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang

puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama
Persentase Salinan Putusan Yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Persentase putusan yang menarik perhatian
masyarakat ( ekonomi syariah ) yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TAHUN 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memuat

angka target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat

sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus

dicapai dalam periode tahun 2018. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut

menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh

organisasi (performance agreemen) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

11
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b. Persentase pegawai yang 100%
lulus diklat non yudisial

7 Meningkatnya Pengelolaan
Manajerial Lembaga
Peradilan Secara Akuntabel,
Efektif dan Efisien

Persentase penyerapan anggaran 97%

D. PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKIJAKARTA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi

Agama DKI Jakarta, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Terwujudnya proses
Peradilan Yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

Persentase sisa perkara
yang diselesaikan

100%

Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu

96%

Persentase penurunan sisa
perkara

100%

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum :

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

93%
97%

Index responden
Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi Agama

90

Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 3 bulan

100%

Penigkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Persentase Salinan
Putusan Yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat

100%
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Waktu
b. Persentase putusan yang 100%
menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputus
c. Persentase (amar) putusan 100%
perkara yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1
hari kerja sejak diputus
d. Persentase minutasi perkara 100%
tidak lebih dari 5 hari
3 Meningkatnya Aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo 100%
Masyarakat terhadap yang diselesaikan
Peradilan (acces to justice) b. Persentase publikasi 100%
keadaan perkara secara
online melalui SIPP
4 Meningkatnya Kualitas a. Persentase pengaduan 100%
Pengawasan masyarakat yang
ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil 100%
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti
5 Meningkatnya kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus 100%
diklat teknis yudisial
b. Persentase pegawai yang lulus 100%
diklat non yudisial
6 Meningkatnya pengelolaan Persentase penyerapan anggaran 97%
manajerial lembaga
peradilan secara akuntabel,
efektif dan efisien
Kegiatan Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 23.857.006.000
Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 187.500.000
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 33.450.000
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A. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam rumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward
atau punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk
memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun
2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator
kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran
yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa
keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target
yang belum tercapai dalam tahun 2018 vyaitu persentase sisa perkara yang
diselesaikan, persentase penurunan sisa perkara, persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dan persentase minutasi perkara
tidak lebih dari 5 (lima) hari. Hal tersebut akan dijadikan bahan evaluasi kinerja
selanjutnya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2018
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing
indikator kinerja sasaran dan membandingkan capaian kinerja Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta tahun 2018 dengan capaian tahun 2017 dan tahun sebelumnya.
Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2018 perincian tingkat

capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2018

NO SST'?;ATEQI\]S INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 | Terwujudnya a. Persentase  sisa
Proses Peradilan perkara yang 100% 100% 100%
yang Pasti, diselesaikan
Transparan dan | b. Persentase perkara
Akuntabel yang diselesaikan 96% 100% 100%
tepat waktu
c. Persentase
penurunan sisa 100% 100% 100%
perkara
d. Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum :
- Kasasi 93% 89,39% 96,11%
; Eggg’;‘#a” 97% 96,21% | 99,18%
e. Index responden
Pengadilan Tingkat
Pertama yang
puas terhadap 90 91 101,11
layanan
Pengadilan Tinggi
Agama
f. Persentase
perkara yang
]fj;lgfasa'ka” 32'“"’(‘{3 100% 08,48% | 98,48%
maksimal 3 (tiga)
bulan
2 | Penigkatan a. Persentase
Efektivitas Salinan  Putusan
Pengelolaa_m Yang _d|k|r|m ke 100% 100% 100%
Penyelesaian Pengadilan
Perkara Pengaju Tepat
Waktu
b. Persentase
putusan yang
menarik perhatian
masyarakat
(ekonomi  syariah) | 4550, Nihil Nihil
yang dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
(satu) hari sejak
diputus
c. Persentase (amar)
putusan  perkara
yang dapat
diakses secara 100% 100% 100%
online dalam waktu
1 (satu) hari kerja
sejak diputus
d. Persentase serkara | 100% | 9697% | 96.97%
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tidak lebih dari 5
(lima) hari
Meningkatnya Persentase
Aksesibilitas perkara prodeo 100% 100% 100%
Masyarakat yang diselesaikan
terhadap Persentase
Peradilan (acces publikasi keadaan
tojustice) perkara secara 100% 100% 100%
online melalui
SIPP
4 | Meningkatnya a. Persentase
Kualitas pengaduan 100% Nihil Nihil
Pengawasan masyarakat yang
ditindaklanjuti
b. Persentase
temuan hasil
pemeriksaan 100% Nihil Nihil
eksternal yang
ditindaklanjuti
5 | Meningkatnya a. Persentase
Kualitas SDM pegawai yang Iqu_s 100% Nihil Nihil
diklat teknis
yudisial
b. Persentase
pegawai yang lulus 100% 100% 100%
diklat non yudisial
6 | Meningkatnya Persentase
Pengelolaan penyerapan
Manajerial anggaran
Lembaga
Peradilan 97% 99,93% 103.02%
Secara
Akuntabel,
Efektif dan
Efisien
* Capaian: _Realisasi_ X  100%
Target

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2018 mengacu
pada indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran
atau target yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta melakukan
mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala per Triwulan sesuai dengan
Tabel 3.2.
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Tabel 3.2 Pengukuran Perjanjian Kinerja Per Triwulan

1 | Terwujudnya a. Persentase sisa
Proses Peradilan perkara yang | 100% 100% 100% 100% | 53,84% | 55,65% | 40,22% | 100% | 53.84% | 55.65% | 40,22% | 100%

yang diselesaikan

Pasti, Transparan | b. Persentase
dan Akuntabel perkara  yang | 100% | 100% | 100% | 100% 35% | 67,30% | 71,15% | 100% 35% | 67.30% | 71,15 | 100%
diselesaikan
tepat waktu
c. Persentase Tdk

B::‘;;:‘;a” SI58 1 1009% | 100% | 100% | 100% | -24,76% | 10,39% | 11,76% | 100% | dapat | 10.39% | 11,76% | 100%
diukur

d. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum :

- Kasasi o o o o 88,82
93% 93% 93% 93% Nihil Nihil 83,78% | 82,60% Nihil Nihil 90,09% %
0

- Peninjauan 100,8

Kembali 97% | 97% | 97% | 97% Nihil Nihil | 86,49% | 97,83% | Nihil Ninil | 89.17% | ©
(1]

e. Index
responden
Pengadilan
Tingkat 101,1
Pertama yang 90 90 90 90 - - 91 - - -
puas terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi Agama
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f. Persentase
perkara yang
diselesaikan 100% | 100% | 100% | 100% | 92,85% | 97,14% | 91,89% | 100% | 92.85% | 97.14% | 91,89% | 100%
dalam jangka
waktu maksimal
3 (tiga) bulan

2 Penigkatan a. Persentase

Efektivitas Salinan

Pengelolaan Putusan Yang

Penyelesaian dikirim ke

Perkara Pengadilan
Pengaju Tepat
Waktu

b. Persentase
putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi 100% | 100% | 100% | 100% Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
(satu) hari
sejak diputus

c. Persentase
(amar) putusan
perkara yang 78.26
dapat diakses | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% | 94,5% | 78,26% | 100% | 100% | 94,5% ’
secara online %
dalam waktu 1
(satu) hari kerja
sejak diputus

d. Persentase
minutasi 91.3
perkara tidak | 100% 100% 100% 100% 50% 77,14% 100% 91,3% 50% 77.14% 100% '
lebih dari 5 %
(lima) hari

95,7

100% 100% 100% 100% 100% 93,83% | 100% 95,7% 100% | 93.83% | 100% o
0
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Meningkatnya
Aksesibilitas
Masyarakat
terhadap
Peradilan (acces
to justice)

Persentase
perkara prodeo
yang
diselesaikan

100%

100%

100%

100%

Nihil

100%

Nihil

Nihil

Nihil

100%

Nihil

Nihil

Persentase
publikasi
keadaan
perkara secara
online melalui
SIPP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
Kualitas
Pengawasan

Persentase
pengaduan
masyarakat
yang
ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Persentase
temuan  hasil
pemeriksaan
eksternal yang
ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Meningkatnya
Kualitas SDM

. Persentase

pegawai yang
lulus diklat
teknis yudisial

100%

100%

100%

100%

Nihil

Nihil

100%

Nihil

Nihil

Nihil

100%

Nihil

. Persentase

pegawai  yang
lulus diklat non
yudisial

100%

100%

100%

100%

Nihil

Nihil

Nihil

100%

Nihil

Nihil

Nihil

100%
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Meningkatnya Persentase
Pengelolaan penyerapan
Manajerial anggaran
Lembaga 96,09
Peradilan 25% 25% 25% 22% 20,71% 29,28% 28,87% 21,14% 28,84% | 117,12% | 115,48% "
Secara °
Akuntabel,
Efektif dan
Efisien
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Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran
yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Sasaran meningkatnya penyelesaian perkara mempunyai 6 (enam) indikator

kinerja yaitu: persentase sisa perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu, persentase penurunan perkara tepat waktu, persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum(kasasi, peninjauan kembali), index responden
Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta dan persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga)
bulan. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun
2018 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel

a. | Persentase sisa
perkara yang 100% Nihil Nihil 100% 100%
diselesaikan

b. | Persentase perkara
yang diselesaikan tepat | 111,11%
waktu

c | Persentase penurunan
sisa perkara

111,11

o 98,92% 104% 100%
(]

- - 85,71% 100%

d | Persentase perkara
yang tidak mengajukan
upaya hukum

- Kasasi - - 162.08% 104,57% 96,11%

- Peninjauan Kembali - - 985.7% 444,44% 99,18
e | Index responden
Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta

f. | Persentase perkara
yang diselesaikan - - 97,25% | 99,34% | 98,48%
dalam jangka waktu

- - 107,14 101,11
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Tabel 3.2 Pengukuran Perjanjian Kinerja Per Triwulan

1 | Terwujudnya a. Persentase sisa
Proses Peradilan perkara yang | 100% 100% 100% 100% | 53,84% | 55,65% | 40,22% | 100% | 53.84% | 55.65% | 40,22% | 100%

yang diselesaikan

Pasti, Transparan | b. Persentase
dan Akuntabel perkara  yang | 100% | 100% | 100% | 100% 35% | 67,30% | 71,15% | 100% 35% | 67.30% | 71,15 | 100%
diselesaikan
tepat waktu
c. Persentase Tdk

B::‘;;:‘;a” SI58 1 1009% | 100% | 100% | 100% | -24,76% | 10,39% | 11,76% | 100% | dapat | 10.39% | 11,76% | 100%
diukur

d. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum :

- Kasasi o o o o 88,82
93% 93% 93% 93% Nihil Nihil 83,78% | 82,60% Nihil Nihil 90,09% %
0

- Peninjauan 100,8

Kembali 97% | 97% | 97% | 97% Nihil Nihil | 86,49% | 97,83% | Nihil Ninil | 89.17% | ©
(1]

e. Index
responden
Pengadilan
Tingkat 101,1
Pertama yang 90 90 90 90 - - 91 - - -
puas terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi Agama
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f. Persentase
perkara yang
diselesaikan 100% | 100% | 100% | 100% | 92,85% | 97,14% | 91,89% | 100% | 92.85% | 97.14% | 91,89% | 100%
dalam jangka
waktu maksimal
3 (tiga) bulan

2 Penigkatan a. Persentase

Efektivitas Salinan

Pengelolaan Putusan Yang

Penyelesaian dikirim ke

Perkara Pengadilan
Pengaju Tepat
Waktu

b. Persentase
putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi 100% | 100% | 100% | 100% Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
(satu) hari
sejak diputus

c. Persentase
(amar) putusan
perkara yang 78.26
dapat diakses | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% | 94,5% | 78,26% | 100% | 100% | 94,5% ’
secara online %
dalam waktu 1
(satu) hari kerja
sejak diputus

d. Persentase
minutasi 91.3
perkara tidak | 100% 100% 100% 100% 50% 77,14% 100% 91,3% 50% 77.14% 100% '
lebih dari 5 %
(lima) hari

95,7

100% 100% 100% 100% 100% 93,83% | 100% 95,7% 100% | 93.83% | 100% o
0
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Meningkatnya
Aksesibilitas
Masyarakat
terhadap
Peradilan (acces
to justice)

Persentase
perkara prodeo
yang
diselesaikan

100%

100%

100%

100%

Nihil

100%

Nihil

Nihil

Nihil

100%

Nihil

Nihil

Persentase
publikasi
keadaan
perkara secara
online melalui
SIPP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
Kualitas
Pengawasan

Persentase
pengaduan
masyarakat
yang
ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Persentase
temuan  hasil
pemeriksaan
eksternal yang
ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Meningkatnya
Kualitas SDM

. Persentase

pegawai yang
lulus diklat
teknis yudisial

100%

100%

100%

100%

Nihil

Nihil

100%

Nihil

Nihil

Nihil

100%

Nihil

. Persentase

pegawai  yang
lulus diklat non
yudisial

100%

100%

100%

100%

Nihil

Nihil

Nihil

100%

Nihil

Nihil

Nihil

100%
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Meningkatnya Persentase
Pengelolaan penyerapan
Manajerial anggaran
Lembaga 96,09
Peradilan 25% 25% 25% 22% 20,71% 29,28% 28,87% 21,14% 28,84% | 117,12% | 115,48% "
Secara °
Akuntabel,
Efektif dan
Efisien
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maksimal 3 bulan

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS 1
Indikator 1: Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan
jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara
yang harus diselesaikan. Sisa perkara adalah sisa perkara tahun

sebelumnya.

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Monitoring Persentase Sisa Perkara yang
Diselesaikan per Triwulan.

TARGET \ REALISASI CAPAIAN (%) \

TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

gggggm-ggm-

| 100% “ 100% H 100% H 100% “53 84%“ 55,65% “ 40,22% “ 100% “ 53.84% ” 55.65% ” 40,22% “ 100% ‘

Tabel 3.5 Persentase sisa perkara yang diselesaikan

2018 1 1 100%  100% 100%

Pada tahun 2017 terdapat sisa perkara sejumlah 1 perkara yaitu
Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.JK. Sisa perkara tersebut dapat
diselesaikan pada bulan April tahun 2018. Target yang ditetapkan
untuk penyelesaian sisa perkara sebesar 100% pada tahun 2018,
sehingga capaian sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100%.

Tabel 3.6 Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan antara
realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir.

2018 100% 100% 100%
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Indikator 2:

2017 100% 100% 100%
2016 100% Nihil Nihil
(tidak ada sisa (tidak dapat diukur)
perkara)
2015 100% Nihil Nihil
(tidak ada sisa (tidak dapat diukur)
perkara)
2014 100% 100% 100%
2013 100% 100% 100%

Penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% pada
tahun 2018 dan terealisasi semuanya. Pada tahun 2013, 2014 dan
2017 sisa perkara dapat diselesaikan 100% sedangkan tahun 2015,
2016 tidak ada sisa perkara serta tahun 2018 dapat diselesaikan 100%
sehingga menunjukan bahwa sistem kerja di Pengadilan Tinggi Agama

DKI Jakarta telah berjalan dengan baik dan maksimal.

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan
jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan (jumlah perkara sisa awal
tahun dan perkara yang masuk) dengan jumlah perkara yang ada (jumlah
perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun
sebelumnya).

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan

tepat waktu per Triwulan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

100% | 100% | 35% |67,30% | 71,15% | 100% | 35% |67.30% | 71,15 | 100%

Tabel 3.8 Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

2018 1 131 132 132 | 100% | 100% 100%
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Pada tahun 2018 perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan

100%. Sisa perkara tahun 2017 sejumlah 1 perkara, sedangkan

perkara yang diterima pada tahun 2018 sejumlah 131 perkara

sehingga perkara yang harus diselesaikan 132 perkara. Adapun

perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 adalah 132

perkara dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target

yang telah ditetapkan sudah tercapai.

Tabel 3.9 Keadaan Perkara Tahun 2018

1 Januari 1 11 1 11
2 Februari 11 14 7 18
3 Maret 18 14 7 18
4 April 26 11 14 23
5 Mei 23 12 8 27
6 Juni 27 3 13 17
7 Juli 17 12 11 18
8 Agustus 18 15 9 24
9 September 24 8 17 15
10 Oktober 15 8 7 16
11 November 16 13 12 17
12 Desember 17 10 27 0

Tabel 3.10. Perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu
antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tahun Target Realisasi kinerja Capaian kinerja
2018 100% 100% 100%
2017 96% 100% 104%
2016 95% 93,97% 98,92%
2015 90% 100% 111,11%
2014 90% 100% 111,11%
2013 90% 99,4% 110,44%
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Indikator 3 :

Perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 100% pada tahun 2018 dan
capaiannya 100%. Pada tahun 2017 di targetkan 96%, capaian 104%. Capaian
tahun 2018 mengalami penurunan karena target kinerja dinaikkan menjadi 100%.
Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
telah berjalan dengan baik dan maksimal .

Persentase penurunan sisa perkara

Persentase penurunan sisa perkara yaitu perbandingan sisa perkara tahun
sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun
sebelumnya.

Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Persentase penurunan sisa perkara

per Triwulan

REALISASI CAPAIAN (%)
TRIWULAN TRIWULAN

2018 1 0 100% 100% 100%

Pada tahun 2018 persentase penurunan sisa perkara ditargetkan
100%. Sisa perkara tahun sebelumnya sejumlah 1 perkara dan pada
tahun berjalan tidak ada sisa perkara. Sehingga capaian penurunan sisa
perkara mencapai 100%.

Tabel 3.13 Perbandingan penurunan sisa perkara antara realisasi

kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir.

2018 100% 100% 100%
2017 100% 85,71% 85,71%
2016 - - -
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Pada tahun 2018 mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar
14,29% dari tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja di
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengalami peningkatan.

Indikator 4a : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara. Secara hukum
semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas

atas putusan pengadilan.

Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja Persentase Perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Kasasi per Triwulan

REALISASI CAPAIAN (%)
TRIWULAN TRIWULAN

Tabel 3.15 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

2018 132 14 118 93% | 89,39% | 96,11%

Pada tahun 2018 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Kasasi sebanyak 118 perkara dari 132 perkara yang di putus di
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta atau sebesar 89,39%
sehingga capaiannya 96,11%.

Tabel 3.16 Data Permohonan Perkara Kasasi Tahun 2018

Permohonan Kasasi

1 | 11/Pdt.G/2018/PTA.JK 2018

2 | 2/Pdt.G/2018/PTA.JK 2018
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3 | 12/Pdt.G/2018/PTA.JK 2018
4 | 18/Pdt.G/2018/PTA.JK 2018
5 | 22/Pdt.G/2018/PTA.JK 2018
6 | 24/Pdt.G/2018/PTA.JK 2018
7 | 17/Pdt.G/2018/PTA.JK 2018
8 | 36/Pdt.G/2018/PTA.JK 2018
9 | 54/Pdt.G/2018/PTA.JK 2018
10 | 32/Pdt.G/2018/PTA.JK 2018
11 | 7/Pdt.G/2018/PTA.JK 2018
12 | 38/Pdt.G/2018/PTA.JK 2018
13 | 10/Pdt.G/2018/PTA.JK 2018
14 | 20/Pdt.G/2018/PTA.JK 2018

Tabel 3.17 Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir.
2018 93% 89,39 96,11
2017 60% 62,74% 104,57%
2016 60% 97,25% 162,08%

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan
93% pada tahun 2018 dan capaiannya 96,11%. Pada tahun 2017
target kinerja ditetapkan 60%, capaian 104,57%. Capaian tahun 2018
mengalami penurunan sebesar 8,46% dibandingkan tahun 2017,
karena target kinerja dinaikkan menjadi 93%. Jika dibandingkan
dengan tahun 2017 realisasi persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi mengalami peningkatan sebesar
26,65%. Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja di Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta telah berjalan dengan baik dan maksimal serta
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tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Penggadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta meningkat.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali

Persentase jumlah perkara yang yang tidak mengajukan upaya

hukum peninjauan kembali yaitu persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah

putusan perkara.

Tabel 3.18 Pengukuran Kinerja Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali per

Triwulan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

Il
97% | 979% | Nihil | Nihil [86,49% |97,83% | Nihil Nihil | 89,17% |100,86%

Tabel 3.19 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali

2018 132 5 127 97% | 96,21% | 99,18%

Pada tahun 2018 dari 132 perkara banding yang putus, 127 perkara
tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau realisasi
sebesar 96,21% ini berarti yang mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali hanya sebesar 3,79% dan capaian sebesar
99,18%. Menunjukkan bahwa semakin sedikit yang mengajukan
upaya hukum Peninjauan Kembali, hal ini menunjukkan masyarakat
pencari keadilan semakin puas atas putusan Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta.
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Tabel 3.20 Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Peninjauan Kembali antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir.

2018 97% 96,21% 99,18%

2017 10% 44,44% 444,44%
2016 10% 98,57% 985,7%

2015 - - -

Realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017
sebesar 19,85%. Capaian kinerja tahun 2018 mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2017, karena target yang ditetapkan
mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja di
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah berjalan dengan baik dan
maksimal serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan

Penggadilan Tinggi Agama DKI Jakarta meningkat.

Indikator 5 : Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap
layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Tabel 3.21 Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas
terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 20
responden atau 4 responden setiap pengadilan tingkat pertama per
Triwulan

TRIWULAN
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Tabel 3.22 Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap
layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 20
responden atau 4 responden setiap pengadilan tingkat pertama per
Triwulan

Hasil index
responden
Jumlah pengadilan tingkat . .
Responden | Pertama yang puas Target | Realisasi | Capaian
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta

2018 20 3.64 90 91 101,11

Index Responden pengadilan tingkat pertama se-DKI Jakarta

terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tahun
2018 ditargetkan 90 dan realisasi 91 sehingga capaian 101.11 Hal ini
menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan sudah tercapai.
Tabel 3.23 Perbandingan index responden pengadilan tingkat
pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi

agama dki jakarta antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir.
2018 90 91 101,11
2017 70 75 107,14

2016 - - -

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Pada Tahun 2018 capaian
indeks responden sebesar 101,11%, hal ini menunjukan bahwa
layanan kerja upaya hukum banding Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta kepada pengadilan tingkat pertama telah berjalan dengan
baik dan maksimal.
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Indikator 6: Persentase Perkara yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu
Maksimal 3 Bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3
(tiga) bulan yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 3 (tiga) bulan dengan jumlah perkara yang harus

diselesaikan dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan.

Tabel 3.24 Pengukuran Kinerja Persentase Perkara yang
Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

per Triwulan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

Il
100% | 100% | 100% | 100% | 92,85% | 97,14% | 91,89% | 100% 92.85% | 97.14% | 91,89% 100%

Tabel 3.25 Persentase Perkara yang Diselesaikan Dalam Jangka
Waktu Maksimal 3 Bulan

2018 132 130 2 100% | 98,48% |98,48%

Tabel 3.26 Data Penyelesaian Perkara yang lebih dari 3 bulan

10 Bulan
1. | 75/Pdt.G/2017/PTA.JK (sisa perkara tahun
2017)
2. | 16/Pdt.G/2018/PTA.JK 9 Bulan

Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan sebanyak 2
perkara. Sedangkan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 3 bulan sebanyak 130 perkara, sehingga realisasi yang
dapat dicapai sebesar 98,48%. Capaian kinerja sebesar 98,48%.
Realisasi belum mencapai target disebabkan karena adanya putusan
Sela dimana Pengadilan Tingkat Pertama harus memeriksa kembali
persidangan tersebut.
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Tabel 3.27 Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 3 (tiga) bulan antara realisasi kinerja
serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir.

2018 100% 98,48% 98,48%
2017 100% 99,34% 99,349%
2016 100% 97,25% 97,25%

Pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 98,48%, jika dibandingkan

dengan capaian tahun 2017 sebesar 99,34% mengalami penurunan

sebesar 0,86%. Hal ini disebabkan karena adanya putusan Sela.

PN

)
2 & I3
o i34

e /

Sasaran meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu: persentase salinan putusan yang
dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputus, persentse (amar) putusan perkara yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus, dan persentase minutasi

perkara tidak lebih dari 5 hari.

Tabel 3.28 Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

CAPAIAN TAHUN

INDIKATOR KINERJA

a. |Persentase salinan putusan
yang dikirim ke pengadilan - - 100% | 100% | 100%
pengaju tepat waktu

b. |persentase putusan yang
menarik perhatian
masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses
secara online dalam waktu
1 hari kerja sejak diputus

- - - 100% Nihil

C. |Persentase (amar) putusan
perkara yang dapat diakses | 142.86% 133.33% |133.33% | 100% 100%

secara online dalam waktu
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1 hari kerja sejak diputus

d  |persentase minutasi
perkara tidak lebih dari 5 - - 89.91% | 55,92%)| 96,97%
hari

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 2

Indikator 1: Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju
tepat waktu

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat
waktu yaitu perbandingan antara perkara yang disampaikan salinan
putusannya kepada pengadilan agama pengaju dengan perkara yang

diputus.

Tabel 3.29 Pengukuran Kinerja Persentase salinan putusan yang

dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu per Triwulan

TRIWULAN

100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93,83% | 100% 95,7% 100% 93.83% 100% 95,7%

Tabel 3.30 Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu.

2018 132 132 100% 100% 100%

salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada
tahun 2018 sejumlah 132 perkara dan telah disampaikan salinan
putusan ke pengadilan agama pengaju sebanyak 132 perkara atau
sebesar 100%. Jika diukur penetapan target sebesar 100%,
terealisasi sebesar 100%.
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Tabel 3.31 Perbandingan salinan putusan yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tahun Target Realisasi kinerja Capaian kinerja
2018 100% 100% 100%
2017 100% 100% 100%
2016 100% 100% 100%
2015 - - -

Capaian tahun 2018 sama dengan capaian tahun 2017 dan 2016
sebesar 100%, sedangkan untuk tahun 2015 belum ada indikator kinerja
nya. Hal ini menunjukan penyampaian salinan putusan ke pengadilan
pengaju tepat waktu dan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta telah berjalan dengan baik.

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat

(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari kerja sejak diputus

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1
hari kerja sejak diputus, yaitu perbandingan amar putusan perkara
ekonomi syariah yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara

ekonomi syariah yang diputus.

Tabel 3.32 Pengukuran Kinerja Persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak

diputus per Triwulan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN
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Tabel 3.33 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus.

Jumlah Amar Putusan
Jumlah Perkara (ekonomi
perkara syariah) yang di

ekonomi Tayangkan secara |Target| Realisasi | Capaian
syariah yang | online dalam waktu 1

sudah putus | hari sejak diputus di
Website PTA Jakarta

2018 0 0 100% Nihil Nihil

Pada tahun 2018 persentase perkara yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus ditargetkan 100%, namun
realisasi tidak dapat diukur (Nihil) karena tidak ada perkara ekonomi
syariah yang diterima. Sehingga capaian perkara ekonomi syariah
tidak dapat diukur (Nihil).

Tabel 3.34 Perbandingan putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus antara
realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tahun Target Realisasi kinerja Capaian kinerja
2018 100% Nihil Nihil
2017 100% 100% 100%
2016 - - -

Pada tahun 2016 belum terdapat indikator amar putusan perkara
yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus. Capaian
tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017, karena pada
tahun 2018 tidak ada perkara ekonomi syariah yang diterima.

Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus

Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online
dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus, yaitu perbandingan
amar putusan perkara yang ditayangkan di website dengan jumlah
perkara yang diputus.
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Tabel 3.35 Pengukuran Kinerja Persentase (amar) putusan perkara
yang dapat diakses secara online dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus per Triwulan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

Tabel 3.36 Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses
secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak
diputus

2018 100%  100% 100%

Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada
masyarakat/publik, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah
menerapkan one day publish, yaitu 1 (satu) hari sejak perkara diputus
maka amar putusan dimasukkan/upload dalam website Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta. (amar) putusan yang dapat diakses
secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus dalam
website Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tahun 2018
adalah sebanyak 132 perkara dari 132 perkara yang telah diputus.
Sehingga target keberhasilan kinerja amar putusan yang dapat diakses
secara online dalam waktu satu hari kerja sebesar 100% dan capaian
sebesar 100%.

Tabel 3.37 Perbandingan amar putusan perkara yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus
antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Target Realisasi kinerja Capaian kinerja
2018 100% 100% 100%
2017 100% 100% 100%
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2016 75% 100% 133,33%

2015 75% 100% 133,33%
2014 70% 100% 142,86%
2013 60% 100% 166,67%

Capaian tahun 2018 sama dengan capaian tahun 2017. Hal ini
menunjukan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
dalam mengunggah amar putusan sudah maksimal dan komitmen
terhadap pelayanan. Sehingga meningkatnya efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara bagi masyarakat atau para pencari keadilan.

Indikator 4: Persentase minutasi perkara tidak lebih dari 5 hari
Persentase minutasi perkara tidak lebih dari 5 hari yaitu perbandingan
antara perkara yang diminutasi tidak lebih dari 5 hari dengan perkara

yang putus.

Tabel 3.38 Pengukuran Kinerja Persentase minutasi perkara tidak

lebih dari 5 hari per Triwulan.

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

100% | 100% | 100% 1009 | 50% |77,14% | 100% | 91,3% | 50% |77.14% | 100% | 91,3%

Tabel 3.39 Persentase minutasi perkara tidak lebih dari 5 hari

Perkara yang Perkara yang

Perkara i inutasi Diminutasi

Target Realisasi Capaian

Tahun | yang | 1400 enih  Lebih dari 5

P dari 5 hari Hari

2018 132 128 4 100% | 96,97% | 96,97%

Jumlah perkara yang putus pada tahun 2018 sejumlah 132 perkara,
sementara berkas perkara yang telah diminutasi tidak lebih dari 5 hari
sejumlah 128 perkara atau 96,97% dan capaian sebesar 96,97%.
Target yang di tetapkan sebesar 100%, sehingga target yang
ditetapkan belum tercapai.
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Tabel 3.40 Perbandingan minutasi perkara tidak lebih dari 5 hari

antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tahun Target Realisasi kinerja Capaian kinerja
2018 100% 96,97% 96,97%
2017 100% 55,92% 55,92%
2016 100% 89,91% 89,91%
2015 - - -

Capaian tahun 2018 sebesar 96,97%, sedangkan capaian tahun 2017
55,92% sehingga capaian 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami
peningkatan sebesar 41.05%. Hal ini menunjukkan kinerja pelaksanaan

minutasi sudah semakin membaik.

Tabel 3.41 Persentase minutasi perkara tidak lebih dari 14 hari
(sesuai dengan Buku Il/Pedoman Nasional) Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
Edisi Tahun 2013.

Perkara yang| Perkara yang
Diminutasi Diminutasi
Tidak Lebih | Lebih dari 14
dari 14 hari Hari

Perkara

yang
Putus

Tahun

Target Realisasi|Capaian

100% 100%

2018 132 132 0 100%

Capaian tahun 2018 jika berpedoman pada Buku Il untuk perkara yang
minutasi yang tidak lebih dari 14 hari sebesar 100%, hal ini menunjukkan

kinerja pelaksanaan minutasi berjalan baik dan maksimal.

Sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice) mempunyai 2 (dua) indikator Kinerja yaitu: persentase perkara prodeo yang
diselesaikan dan persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara
online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
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Tabel 3.42 Capaian Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap

Peradilan (Acces to Justice)

0,
a. Persentase perkara prodeo Nihil Nihil 100% Nihil 100%

yang diselesaikan

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 3

Indikator 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, yaitu perbandingan
perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang

masuk.

Tabel 3.43 Pengukuran Kinerja Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan per Triwulan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

Tabel 3.44 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perkara prodeo
yang Target | Realisasi|Capaian
diselesaikan

Perkara prodeo

yang masuk

2018 1 1 100%  100%  100%

Pada tahun 2018 perkara prodeo ditargetkan 100%. Perkara prodeo
yang masuk sejumlah 1 perkara dengan nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.JK
dan dapat diselesaikan sejumlah 1 perkara. Sehingga realisasi perkara
prodeo yang diselesaikan sebesar 100% dan capaian kinerja 100%.
Hal ini menunjukkan target yang ditetapkan telah tercapai.
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Tabel 3.45 Perbandingan capaian kinerja perkara prodeo yang
diselesaikan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tahun Target Realisasi kinerja Capaian kinerja
2018 100% 100% 100%
2017 100% Nihil Nihil
2016 100% 100% 100%
2015 100% Nihil Nihil
2014 100% Nihil Nihil
2013 100% 100% 100%

Capaian tahun 2018 realisasi dan capaian kinerja nya tidak dapat
dibandingkan dengan tahun 2017, karena pada tahun 2017 tidak ada

perkara prodeo yang diterima.

Persentase Publikasi Keadaan Perkara secara online melalui
SIPP

Persentase publikasi keadaan perkara secara online melalui SIPP yaitu

Indikator 2:

perbandingan jumlah perkara yang diregister pada aplikasi SIPP dengan
jumlah perkara yang masuk.

Indikator persentase publikasi keadaan perkara secara online melalui
SIPP merupakan indikator baru sesui kebijakan Direktur Jenderal
0424/DJA/HM.00/11/2019, tanggal
11 Februari 2019 perihal "Penerapan Administrasi Register Perkara

Badan Peradilan Agama Nomor :

dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama.

Tabel 3.46 Pengukuran Kinerja Persentase publikasi keadaan perkara

secara online melalui SIPP per Triwulan

TARGET
TRIWULAN

REALISASI
TRIWULAN

CAPAIAN (%)
TRIWULAN
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Tabel 3.47 Persentase publikasi keadaan perkara secara online melalui SIPP

2018 100% 100% 100%

Pada Tahun 2018 target yang ditetapkan 100% realisasi dicapai
sebesar 100%. Dari jumlah perkara yang masuk sebesar 132
perkara. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan target yang ditetapkan sudah tercapai.

Tabel 3.48 Perbandingan Persentase publikasi keadaan perkara

secara online melalui SIPP

2018 100% 100% 100%

2017 - - -
Pada tahun 2018 terdapat perubahan indikator yaitu sebelumnya

persentase publikasi keadaan perkara secara online menjadi persentase
publikasi keadaan perkara secara online melalui SIPP. Sehingga pada
tahun 2018 realisasi dan capaian kinerja sebesar 100% tidak dapat
dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan kinerja
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam mempublikasikan keadaan
perkara secara online melalui SIPP telah berjalan dengan baik dan

maksimal.

~ Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan mempunyai 2 (dua) indikator

kKinerja yaitu:

persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan

persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Persentase
masyarakat yang ditindaklanjuti

Tabel 3.49 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

2017

pengaduan

100% @ 100% | 100% | 88,89% Nihil
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b. | Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang | 100% | 100% Nihil Nihil Nihil
ditindaklanjuti

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS 4
Indikator 1: Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu
perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk.

Tabel 3.50 Pengukuran Kinerja Persentase Pengaduan Masyarakat
yang Ditindaklanjuti per Triwulan

REALISASI CAPAIAN (%)
TRIWULAN TRIWULAN

Tabel 3.51 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

2018 Nihil Nihil 100%  Nihil Nihil

Pada tahun 2018 pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta tidak ada ( Nihil).

Tabel 3.52 Perbandingan capaian pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

2018 100% Nihil Nihil
2017 100% 88,89% 88,89%
2016 100% 100% 100%
2015 100% 100% 100%
2014 100% 100% 100%
2013 100% 92,31% 92,31%
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Pada tahun 2018 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk.
Realisasi dan capaian tidak dapat ukur (nihil), sehingga tidak dapat
diibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan

kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sudah baik.

Indikator 2: Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal yang
Ditindaklanjuti
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti,
yaitu perbandingan antara temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal.

Tabel 3.53 Pengukuran Kinerja Persentase Temuan Hasil

Pemeriksaan Eksternal yang Ditindaklanjuti per Triwulan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

Tabel 3.54 Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal yang
Ditindaklanjuti

2018 Nihil Nihil Nihil 100% Nihil Nihil

Pada tahun 2018 tidak ada (nihil) pemeriksaan eksternal di Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta.

Tabel 3.55 Perbandingan capaian temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir.

2018 100% Nihil Nihil
2017 100% Nihil Nihil
2016 100% Nihil Nihil
2015 100% 100% 100%
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2014

100%

100%

100%

2013

100%

Nihil

Nihil

Capaian hasil temuan pemeriksaan eksternal tahun 2018 tidak

dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena tahun 2017

tidak ada pemeriksaan eksternal yang dilakukan pada Pengadilan

Tinggi Agama DKI Jakarta.

Sasaran meningkatnya Kualitas SDM mempunyai 2 (dua) indikator kinerja

yaitu: persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan persentase pegawai

yang lulus diklat non yudisial.

Tabel 3.56 Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM

Persentase pegawai yang lulus
diklat teknis yudisial

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

Nihil

diklat non yudisial

b Persentase pegawai yang lulus

100%

Nihil

100%

99,45%

100%

100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 5

Indikator 1. Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial

Persentase pegawai

yang

lulus

diklat

teknis  yudisial

yaitu

perbandingan antara pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dengan

pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial.

Tabel 3.57 Pengukuran Kinerja Pegawai yang Lulus Diklat Teknis

Yudisial Tahun per Triwulan

100% |100% |100% | 100% | Nihil

Nihil

100%

Nihil

Nihil

Nihil

100%

Nihil
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Tabel 3.58 Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial Tahun 2018

Tidak ada Diklat Nihil Nihil

Tabel 3.59 Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial

2018 Nihil Nihil 100% Nihil Nihil

Pada tahun 2018 tidak ada pegawai yang mengikuti diklat teknis

yudisial. Sehingga realisasi dan capaiannya tidak dapat diukur (nihil).

Tabel 3.60 Perbandingan capaian pegawai yang lulus diklat teknis
yudisial antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir.
2018 100% Nihil Nihil
2017 100% 100% 100%
2016 100% 100% 100%
2015 100% 100% 100%
2014 100% 100% 100%
2013 100% 100% 100%

Capaian tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017.

Indikator 2: Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Non Yudisial
Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial, yaitu perbandingan
antara pegawai yang lulus diklat non yudisial dengan pegawai yang
mengikuti diklat non yudisial.
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Tabel 3.61 Pengukuran Kinerja Pegawai yang Lulus Diklat Non

Yudisial per Triwulan

REALISASI
TRIWULAN

TARGET
TRIWULAN

CAPAIAN (%)
TRIWULAN

Tabel 3.62 Pegawai yang Lulus Diklat Non Yudisial

Diklat Kepemimpinan Tk.lll Angkatan XII
dan Angkatan XlIl Tahun Anggaran 2018

Tabel 3.63 Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Non Yudisial

2018 1 1 100% 100% 100%

Pada tahun 2018 jumlah pegawai yang mengikuti diklat non yudisial
sebanyak 1 orang. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial
sebanyak 1 orang, dengan target sebesar 100%. Terealisasi sebesar
100% dan capaian 100%, hal ini menunjukkan target yang telah
ditetapkan sudah tercapai.

Tabel 3.64 Perbandingan capaian pegawai yang lulus diklat non

teknis yudisial antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

2018 100% 100% 100%
2017 100% 100% 100%
2016 100% 99,45% 99,45%
2015 100% 100% 100%
2014 100% Nihil Nihil
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2013 100% 100% 100%

Capaian tahun 2018 sama dengan capaian tahun 2017. Hal ini
menunjukan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

sudah baik dan maksimal.

Sasaran meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara
akuntabel, efektif dan efisien mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu: persentase
penyerapan anggaran.

Pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan
secara akuntabel, efektif dan efisien Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada

tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.65 Sasaran meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga
peradilansecara akuntabel, efektif dan efisien.

2016 2017 2018
- - 104,07% | 105,03% | 103.02%

Persentase Penyerapan
[ Anggaran

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 6

Indikator 1: Persentase Penyerapan Anggaran

Tabel 3.66 Pengukuran Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 01 dan
DIPA 04

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

Il
25% 25% | 25% | 22% 20,71% | 29,28% | 28,87% | 21,14% 28,84% |(117,12%| 115,48% | 96,09%

Tabel 3.67 Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 01 dan 04

2018 24.077.956.000 24.062.938.307 15.017.693 97% 99,93% 103.02%
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Pada tahun 2018 pagu anggaran DIPA 01 dan 04 sébesar Rp.
24.077.956.000,- (Dua puluh empat milyar tujuh puluh tujuh juta
sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan target 97%,
terealisasi sebesar 99,93% dan capaian 103,02%. Hal ini
menunjukkan target yang telah ditetapkan sudah tercapai.

Tabel 3.68 Perbandingan capaian penyerapan anggaran antara
realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tahun Target Realisasi kinerja Capaian kinerja
2018 97% 99,93% 103.02%
2017 95% 99,78% 105,03%
2016 95% 98,87% 104,07%
2015 - - -

Pada tahun 2018 capaian Kkinerja sebesar 103,08%, jika
dibandingkan  dengan capaian tahun 2017 sebesar 105,03%
mengalami penurunan sebesar 2,01% disebabkan karena target yang
ditetapkan pada tahun 2018 dinaikkan dari tahun sebelumnya.
Realisasi penyerapan anggaran tahun 2018 mengalami peningkatan
dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 0,15%. Hal ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan penyerapan anggaran di
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sudah baik.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun
Anggaran 2018 sebesar 24.062.938.307,- terdiri dari pagu anggaran
DIPA 01 dan DIPA 04. Pagu hasil revisi sebesar Rp.
24.077.956.000,- (99,93%) dengan perincian sebagai berikut:

1) DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

Belanja Pegawai | 26.547.030.000 | 21.954.565.000 | 21.954.192.750 372.250
Belanja Barang 1.911.965.000| 1.902.441.000| 1.888.567.557| 13.873.443
Belanja Modal 187.500.000 187.500.000 187.500.000 -

Jumlah 28.646.495.000 | 24.044.506.000| 24.030.260.307 | 14.245.693

Jumlah alokasi anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01)
tahun 2018 yang diperoleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
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sebesar Rp. 24.044.506.000,- (dua puluh empat miliar empat puluh
empat juta lima ratus enam ribu rupiah) dan dapat direalisaikan
sebesar Rp. 24.030.260.307,- (dua puluh empat miliar tiga puluh juta
dua ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah) atau 99,94% dari
total anggaran, adapun rincian realisasi berdasarkan jenis belanja
adalah sebagai berikut :

a. Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 21.954.565.000,- (dua
puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima
ratus enam puluh lima ribu) dengan realisasi sebesar Rp.
21.954.192.750,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus lima
puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah) atau capaian 99,99% dari total anggaran
dengan sisa anggaran sebesar Rp. 372.250,- (tiga ratus tujuh
puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

b. Pagu Belanja Barang sebesar Rp. 1.902.441.000,- (satu miliar
sembilan ratus dua juta empat ratus empat puluh satu ribu
rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.888.567.557,- (satu
miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus
enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) atau
capaian 99,27% dari total anggaran dengan sisa anggaran
sebesar Rp. 13.873.443,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh
puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

c. Pagu Belanja Modal sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus
delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan
realisasi sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh
tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau capaian 100% dari total

anggaran.

2) DIPA Badan Peradilan Agama (04)

Belanja Pegawai - ) - - )
Belanja Barang 33.450.000 - 32.678.000 772.000 97,69
Belanja Modal - 3 - -

Jumlah 33.450.000 - 32.678.000 772.000 97,69

Jumlah alokasi anggaran DIPA Badan Peradilan Agama (04)

tahun 2018 yang diperoleh Pengadilan Tinggi Agama DKI
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Jakarta sebesar Rp. 33.450.000,- (tiga puluh tiga juta empat
ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat direalisaikan sebesar Rp.
32.678.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan
ribu rupiah) atau realisasi nya 97,69% dari total anggaran. Pada
Program ini kegiatan yang dilakukan adalah:
a. Pembinaan dan pengawasan
b. Surveilans Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ( SAPM)
c. Tindak lanjut pengaduan
3) Realisasi Anggaran Per Program

Dipa (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu:

1. (005.01.01)

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya Mahkamah Agung dan;

Program  Dukungan Manajemen dan

2. (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung.

Sedangkan DIPA (04) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu)

program kerja yaitu:

1. (005.04.08) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

1 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung

23.857.006.000

23.842.760.307

14.245.693

2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung

187.500.000

187.500.000

100

3 Program Penigkatan
Manajemen Peradilan Agama

33.450.000

32.678.000

772.000

| e[| see] e |
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI

Jakarta pada periode tahun 2018 dalam rangka layanan pengadilan terhadap
masyarakat pencari keadilan serta program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan telah
membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta bertekad kuat untuk
menjaga integritas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif sekaligus
mengemban kepercayaan publik sebagai kawal depan Provoost penegakan keadilan. Di
bidang teknis peradilan hal ini ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam
penanganan perkara yang merupakan core business dari lembaga peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta ini telah menyajikan berbagai capaian strategis antara lain:
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
2. Persentase penyerapan anggaran.

Ini semua karena kerja keras dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target
yang telah ditetapkan antara lain:
1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjuan Kembali (PK);
3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan;
4. Persentase minutasi perkara tidak lebih dari 5 hari:

Ini semua disebabkan karena :

=

. Sarana dan prasarana yang belum representatif

N

. SDM perlu peningkatan kualitas

w

. Masyarakat pencari keadilan sudah melek hukum.

LKjIP tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan
sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan
kinerja dan sarana evaluasi untuk perbaikan kinerja. Selanjutnya diharapkan LKjIP tahun
2018 ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih dalam penyusunan dan
implementasi Rencana Kerja Operation Plan, Rencana Kinerja Performance Plan,
Rencana Anggaran Budgeting Plan dan Rencana Strategis Strategic Plan pada masa

mendatang.
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Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan
menjadi bahan evaluasi dan untuk melakukan upaya perbaikan kedepan pada tahun
berikutnya.

B. SARAN - SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung RI cq. Sekretaris Mahkamah Agung RI dan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Rl yaitu:

1. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk tersedianya tanah dan bangunan gedung
kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang representative sebagai salah satu
pengadilan tingkat banding di ibukota Negara (saat ini masih pinjam pakai gedung
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta termasuk sarananya);

2. Untuk menambahkan alokasi anggaran Kebutuhan belanja barang operasional ;

3. Karena keterbatasan SDM diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya

Manusia (SDM) baik bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

[ 1. [ Terwujudnya | a. Persentasesisa | [ JumBnhSsaPerkarayang dielesakan — | Panitera Laporan Bulanan
Proses Peradilan perkara yang _ . . dan
. . ; Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan
yang Pasti, diselesaikan Laporan Tahunan
Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
b. Presentase perkara Panit Laporan Bulanan
yang diselesaikan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan < 100% anitera dan
tepat waktu Jumiah Perkara yang ada Laporan Tahunan
Catatan :
e Perbandingan jumlah perkara yang
diselesaikan dengan perkara yang harus
diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara
yang masuk)
e Jumlah perkara yang ada = jumlah
perkara yang diterima tahun berjalan
ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
e Penyelesaian perkara tepat waktu =
perkara yang diselesaikan tahun berjalan.
C. Rersentase penurunan mi-To Panitera Laporan Bulanan
sisa perkara i dan
Tn = Sisa perkara tahun berjalan Laporan Tahunan
Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan :
Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus
pada tahun berjalan.




d. Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum :

e Kasasi
e PK

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
5 ' dajukan Spava BUUM- x 100%

Catatan :

Jumlah Putusan Perkara

¢ Upaya Hukum = Banding, kasasi, PK

e Secara hukum semakin sedikit yang
mengajukan upaya hukum, maka semakin
puas atas putusan pengadilan

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

e. Index responden
Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004
tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun
2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

Panitera

Laporan
Semesteran dan
Laporan Tahunan

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase Salinan
Putusan Yang dikirim
ke Pengadilan
Pengaju Tepat Waktu

Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju X 100%

Jumlah Putusan

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

b. Persentase putusan
yang menarik
perhatian masyarakat
(ekonomi syariah)
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari sejak
diputus

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah

y

yang di upload dalam website X 100%

Jumlah putusan perkara

Panitera

Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan




Uraian

Terwujudnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap
sistem
peradilan.

Terwujudnya
kualitas
aparatur
peradilan

Terwujudnya
kualitas
pelayanan
hukum kepada
masyarakat
pencari
keadilan.

Terwujudnya
peningkatan
akses
masyarakat
terhadap
peradilan

Tujuan

Indikator
Kinerja

Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu

Persentase penurunan sisa
perkara

Persentase salinan putusan
yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu

100%

100%

100%

MATRIK RENSTRA 2015 - 2019

SASARAN STRATEGIS

Uraian

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
IAkuntabel

100%

Indikator Kinerja

a. Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan

TARGET KINERJA

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

96%

100%

100%

c. Persentase
penurunan
sisa perkara

100%

100%

100%

d. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya
hukum :

- Kasasi
- Peninjauan
Kembali

60%
10%

60%
10%

93%
97%

93%
97%

e. Index
responden
Pengadilan
Tingkat
Pertama
yang puas
terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi
Agama

70

90

90

Program

Program
Peningkatan
Manajemen
peradilan agama

SHEERIS

Kegiatan

Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi
IAgama DKI Jakarta

Penyelesaian Sisa Perkara Tahun Lalu
3. Penelitian berkas perkara banding
disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu

4. Register dan pendistribusian
berkas perkara ke Majelis yang

tepat waktu

5. Publikasi dan transparasi proses
penyelesaian dan putusan perkara

6. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

7. Tindak lanjut temuan yang masuk
dari tim pemeriksa

Indikator
Kegiatan

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
IAgama

Pembinaan
IAdm dan
Pengelolaan
Keu BUA

Pengadaan
sarana dan
Prasarana di
lingkungan
Mahkamah
IAgung RI

Anggaran

Target Rp.

100% tp. 48.083.000,-




. Persentase

perkara yang
diselesaikan
dalam
jangka waktu
maksimal 3
(tiga) bulan

100%

100%

100%

100%

Penigkatan Efektivitas

Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a.

Persentase
Salinan Putusan
Yang dikirim ke
Pengadilan
Pengaju
Waktu

Tepat

100%

100%

100%

. Persentase

putusan yang
menarik perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah)
dapat  diakses
secara onling
dalam waktu 1
(satu) hari sejak
diputus

yang

100%

100%

100%

. Persentase

(amar)
perkara
dapat  diakses
secara onling|
dalam waktu 1
(satu) hari kerjd
sejak diputus

putusan
yang

75%

75%

100%

100%

100%

. Persentase

minutasi perkara
tidak lebih dari 5|
(lima) hari

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
Aksesibilitas
Masyarakat

terhadap Peradilan

(acces to justice)

a.

Persentase
perkara prodeo
yang
diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase

publikasi
keadaan perkard
secara online
melalui SIPP

100%

100%

100%

Meningkatnya
Kualitas
Pengawasan

a.

Persentase
pengaduan
masyarakat
yang

ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan

1. Pemb. Gaji, Rmnerasi tpt wkt,
Isupervisi ke Satker, tertib adm persrtan
dan kearsipan keu serta pembi kpd

100%

Rp. 21.364.506.000,-




b. Persentase

'Tugas Teknis

isatker

temuan hasil Lainnya

pemeriksaan 100% |100% |1100% 1100% |1009 [Mahkamah 2.Terlaksananya oprs dan pemeli kntr.

eksternal  yang Aguna RI

ditindaklanjuti gung
Meningkatnya a. Persentase
Kualitas SDM pegawai yang

lulus diklat 1, 0000 11009 [100% | 100% | 100%

teknis yudisial

b. Persentase
pegawai yang
lulus diklat non
.. 0, 0, 0, 0, 0,

yudisial 100% |100% |100% ({100% |100%
Meningkatnya Persentase penyerd - | 95% | 95% | 97% | 97% |Program 1. Pengadaan perankat pengolah data
Pengelolaan anggaran Peningkatan dan komunikasi
Manajerial _ Sarana dan )
Lembaga Peradilan Prasarana 2.Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Secara Akuntabel, Aparatur
Efektif dan Efisien paratu 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Mahkamah

Agung RI

100%

Rp. 135.000.000,-




RENCANA KERANGKA PENDANAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
TAHUN 2015-2019

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

Gaji dan Tunj. Rp. 28.000.000.000 | Gaji dan Tunj. Rp. 30. 800.000.000 Gaji dan Tunj. Rp. 2.000.000.000 | Gaji dan Tunj. Rp. 28.039.904.000 Gaji dan Tunj. Rp. 24.367.207.000
Peny.Opr dan Peny.Opr dan Peny.Opr dan Peny.Opr dan Peny.Opr dan
Pemeliharaan Rp. 1.500.000.000 Pemeliharaan Rp. 1.650.000.000 Pemeliharaan Rp. 1.750.000.000 | Pemeliharaan Rp. 2.140.244.000 Pemeliharaan Rp.  2.248.404.000
kantor kantor kantor kantor kantor
Pembinaan dan Pembinaan dan Pembinaan dan Non .
Konsultasi Rp.  150.000.000 Konsultasi Rp. 165.000.000 Konsultasi Rp. 165.000.000 Operasional Rp. 202.390.000 Non Operasional Rp. 232.335.000
Pengawasandan | o, 150 gg0pp | Dengawasandan | o, 9000000 | HENGAWasandan | o, 455 900,000
Koordinasi Koordinasi Koordinasi
Koordinasi Koordinasi SIMAK Koordinasi
SIMAK BMN dan Rp.  150.000.000 BMN dan SAKPA Rp. 150.000.000 | SIMAKBMN dan | Rp. 165.000.000
SAKPA SAKPA
Pembinaan dan Pembinaan dan Pembinaan dan
Penyusunan Rp. 85.000.000 Penyusunan Rp. 85.000.000 Penyusunan Rp. 85.000.000
RKAKL RKAKL RKAKL
Pengelolaan Bombi
Bimbingan Teknis Administrasi ombingan
SIMAK -BMN Rp. 85.000.000 Kepegawaian Rp. 85.000.000 | Teknis Informa5| Rp. 100.000.000
Teknologi

- . o ) Bimbingan

EZ"KbF',rL?a" Teknis | po. 85.000.000 | Bimbingan Teknis | Rp.  100.000.000 | Teknis Adm Rp.  100.000.000
Bendahara Keuangan

Konsolidasi dan Monitoring dan Monitoring dan
Asistensi SAKIP Rp. 85.000.000 Evaluasi SOP Rp. 85.000.000 Evaluasi Renstra Rp. 85.000.000
RAKERDA Rp.  160.000.000 | RAKERDA Rp.  170.000.000 RAKERDA Rp. 170.000.000
JUMLAH Rp. 30.400.000.000 Rp. 33.400.000.000 Rp. 34.745.000.000 Rp. 30.382.538.000 Rp. 26.847.946.000




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pengadaan Pengadaan Pembangunan Pengadaan
sarana gedung Rp. 50.000.000 Kendaraan Roda-4 Rp. 350.000.000 kantor PTA Rp. 25.000.000.000 | Kendaraan Rp. 768.000.000 | Pengadaan Tanah Rp. 144.753.150.000
Jakarta Tahap | Bermotor R4
Pengadaan Pengadaan
Pengadaan Alat | o 54 9o gop | Peralatanfinventaris | o, 504 600,000 Alat Pengolah | o 575 100.000 Peralatan Fasilitas | Rp.  404.300.000
Pengolah Data kantor Data dan Kantor
Komunikasi
Pengadaan Pengembangan Pengadaan
: : Rp.  100.000.000 A . | Rp. 100.000.000 Kendaraan Rp. 770.280.000
inventaris kantor Teknologi informasi
Bermotor R 4
Pengadaan
ﬁe”gembangan Rp.  100.000.000 E‘;”Agj‘:f:r't‘;a”ah Rp.  60.000.000 Kendaraan Rp. 280.000
Bermotor R 2
JUMLAH Rp.  450.000.000 Rp. 60.650.000.000 Rp. 25.000.000.000 Rp. 1.040.100.000 Rp. 146.207.730.000
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Pembinaan
Bimbingan Teknik | o, 510,000,000 | Bimbingan Teknik | g 231.000.000 ‘?uisnl:r?iili]glzir:)nomi R 254.100.000 gz;r:] awasan Rp.  53.250.000 EE?‘ZC@ZZS o R 54.000.000
Ekonomi Syariah p- AN Ekonomi Syariah p- AR ) p- R 9 p- A 9 ) p- o
Syariah layanan Layanan Peradilan
Peradilan
Bimbingan Teknik Bimbingan Teknik ‘;B'ulsngrt:illr(]%aunstisial Isn;;:tli?iﬁmaesr;taﬁ
Yustisial Panitera | Rp.  170.000.000 | Yustisial Panitera Rp. 187.000.000 ] Rp. 205.700.000 o Rp. 25.000.000
Penqganti Pengganti Panitera Akreditasi
99 99 Pengganti Penjaminan Mutu
Bimbingan Teknik Bimbingan Teknik Bimbingan
Jurusita Rp.  170.000.000 Jurusita Rp. 187.000.000 Teknik Jurusita Rp. 205.700.000
Minutasi Putusan Rp. 10.000.000 Minutasi Putusan Rp. 11.000.000 Minutasi Putusan Rp. 12.100.000
Perkara Perkara Perkara
Pengawasan dan R 50.000.000 Pengawasan dan R 55.000.000 Pengawasan dan R 60.500.000
Pembinaan p- ' ’ Pembinaan p- ' ’ Pembinaan p- ’ ’
JUMLAH Rp.  610.000.000 Rp. 671.000.000 Rp. 738.100.000 Rp. 53.250.000 Rp. 79.000.000
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PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
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PANITERA
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PANITERA MUDA BANDING
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SEKRETARIS
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H. Fauzan, SH, MH, MM
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Rizcky Fallah Romadhon N
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DAFTAR PENGHARGAAN

1. SERTIFIKAT SAPM

Cr.14314)




2. PERINGKAT TERBAIK PENGELOLAAN DATA DAN E-doc APLIKASI
BACKUP SIKEP (ABS)




3. LOMBA PENGELOLAAN WEBSITE

RAPAT KORDINASI BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI
21 DESEMBER 2018

1. LOMBA PENGELOLAAN WEBSITE

A, Pengadilan Tingkat Banding

NO SATUAN KERJA NILATI AKHIR JUARA
1 PTA Pekanbaru 425 I
2 PTA Bandung 412 I
3 PTA DKI Jakarta 410 II

Pengadilan Tingkat Pertama
1. Terbaik Masional

NO SATUAN KERJA

WILAY AH HUKUM NILATI AKHIR JUARA
1 PA Jambi TA Jamt I

2. Terbaik Per Kelas
a. KelasIA

NO SATUAN KERJA NILAI AKHIR JUARA

1 P 44

3 PA Majaleneka
b. Terbaik KelasIB

NO SATUAN KERJA NILAI AKHIR JUARA
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SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/ 1964 /0OT.01.2/12/2018

TENTANG
TIM PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim
Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)Tahun
2018 pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

b. bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar
lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan
tugas dalam tim dimaksud.

1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 — 2019;

6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;

7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung;

8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung;

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan;

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1385/SEK/ 0OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 perihal
Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2018.



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2018 merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk menetapkan rencana Kkinerja
tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun
dokumen perjanjian kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Stategis Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta DKI Tahun 2018.

Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan
melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 3 Desember 2018
KETUA '

S

Drs. /'-" OHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H
N 9551203 198103 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

i b

Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI,
DirekturJendralBadanPeradilan Agama Mahkamah Agung RI.



PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Lampiran SuratKeputusanKetuaPengadilanTinggi Agama Jakarta

Nomor
Tanggal

- W9-A/1964 /0T.01.2/12/2018
. 3 Desember 2018

TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)TAHUN 2018

No NAMA / NIP JABATAN JABATAN KET
DALAM DINAS DALAM TIM

1 2 3 4

1 Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H Ketua Pengarah
NIP. 19551203 198103 1 001

2 | Dr. Hj. DJAZIMAH MUQODDAS, S.H., M. Hum Wakil Ketua Pengarah
NIP. 19540520 198101 2 001

3 Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M. Sekretaris Penanggung
NIP. 19680904.199303.1.004 Jawab

4 | SUHENDRA, S. Sos, M.M Kepala Bagian Umum Ketua
NIP. 19690111 199103 1 003 dan Keuangan

5 H. FAUZAN, SH. MH. MM Kepala Bagian Sekretaris
NIP. 19640705 199203 1 002 Perencanaan dan

Kepegawaian

6 FAHRUDDIN, SH Panitera Muda Hukum Anggota
NIP. 19570727 197712 1 001

7 Hj. GHIZAR FAU'AH, SH. MH Panitera Muda Banding Anggota
NIP. 19640917.198603.2.013

8 | ANIMAR Kepala Sub Bag. Anggota
NIP. 19660422 199203 2 001 Keuangan dan Pelaporan

9 UNA MUNASIR FATAH, ST, MM Kepala Sub Bagian Anggota
NIP. 19721129 200604 1 001 Rencana Program dan

Anggaran

10 | ABDUL HARIS RANGKUTY, SE, MM. Kepala Sub Bag. Tata Anggota

NIP. 19770105 200912 1 001 Usaha dan Rumah
Tangga

11 | ELVIRA AMEGIA, M. Kom Kepala Sub Bag. Anggota
NIP. 19811216.200904.2.002 Kepegawaian dan Tl

12 | ABDULLAH, SH. MH. Panitera Pengganti Anggota
NIP. 19671117 199203 1 005

13 | AKHMAD SAHID, SH Panitera Pengganti Anggota
NIP. 19660930 199202 1 001

14 | ADAY, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti Anggota
NIP. 19740605 199903 1 003

15 | MOHAMAD KHOTIB, SH. MH. Panitera Pengganti Anggota
NIP. 19691016 199403 1 002

16 | NASTITI DEWI, SH Panitera Pengganti Anggota
NIP. 19680814 199303 2 005

17 | ADE IRMA SURYANI, A. Md Staf Sub Bagian Anggota
NIP. 19820514 200904 2 002 Rencana Program dan

A

Anggaran.. | /

KETUA A

MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H

L eSS
P. 19551203 188103 1 001
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